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Abstrak  
Peristiwa-peristiwa kecelakaan wisata yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di 
kawasan Coconut Island, Pantai Carita, menunjukkan masih lemahnya sistem 
perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak-hak wisatawan sebagai konsumen 
jasa pariwisata. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan, 
implementasi, dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam memberikan jaminan 
keselamatan dan kepastian hukum bagi wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk 
menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi keselamatan wisatawan saat 
beraktifitas dapat dilakukan, dan Faktor apa saja yang dapat melatar belakangi 
perlindungan hukum tersebut, untuk menganalisa Siapa sa ja yang berkewajiban 
melaksanakan perlindungan bagi wisatawan, dan bagaimana prosesnya dan untuk 
menganalisa bagaimana proses penyelesaian masalah yang terjadi dan pemenuhan 
kewajiban pengelola objek wisata terhadap hak wisatawan sesuai undang-undang nomor 
10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
keselamatan wisatawan belum dilaksanakan secara maksimal. Minimnya sarana dan 
prasarana keselamatan, ketiadaan prosedur tetap penanganan insiden, serta belum adanya 
edukasi sistematis bagi wisatawan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan 
praktik di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan komitmen pengelola, peran 
aktif Balawista dan kepolisian, serta pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjamin 
keselamatan wisatawan secara utuh. 
 
Kata Kunci : Keselamatan wisatawan, perlindungan hukum, kepariwisataan, konsumen, 

Coconut Island 
 

Abstrak 
Incidents of tourism-related accidents occurring in various regions, including in the Coconut Island 
area and Carita Beach, reveal the weakness of the legal protection system that should guarantee the rights 
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of tourists as consumers of tourism services. In this context, it is important to examine the extent to 
which policies, implementation, and synergy among stakeholders provide safety guarantees and legal 
certainty for tourists. This research aims to analyze how legal protection for tourist safety can be 
implemented, what factors underlie such protection, who holds the responsibility for ensuring tourist 
protection, and how the process works. It also seeks to examine how problem resolution is handled and 
how tourism site managers fulfill their obligations regarding tourist rights, in accordance with Law 
Number 10 of 2009 concerning Tourism. This study uses a descriptive qualitative method with data 
collection techniques including interviews, field observations, and documentation. The research findings 
show that legal protection for tourist safety has not been implemented optimally. The lack of safety 
facilities and infrastructure, the absence of standard incident response procedures, and the lack of 
systematic education for tourists indicate a gap between regulations and on-site practices. Therefore, 
there is a need for increased commitment from tourism managers, active roles from the beach rescue 
teams (Balawista) and the police, as well as strict government supervision to fully ensure tourist safety. 
 
Keywords: Tourist safety, legal protection, tourism, consumer, Coconut Island 

 

A. Pendahuluan 

Pariwisata telah menjadi salah satu sektor strategis yang memegang peranan krusial 

dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Pertumbuhan industri ini tidak hanya 

berkontribusi pada penerimaan devisa negara, tetapi juga membuka lapangan kerja luas dan 

menggerakkan perekonomian lokal di berbagai daerah. Namun, pesatnya perkembangan 

pariwisata sering kali tidak diiringi dengan kesiapan yang memadai dari aspek perlindungan 

hukum dan keselamatan bagi wisatawan sebagai konsumen utama jasa pariwisata. 

Kesenjangan antara pertumbuhan kuantitas destinasi dengan jaminan kualitas keamanan ini 

menimbulkan kerentanan yang berpotensi merugikan wisatawan dan keberlanjutan sektor itu 

sendiri. 

Keselamatan wisatawan merupakan isu mendesak yang memerlukan perhatian serius 

dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah selaku regulator, pengelola 

destinasi wisata sebagai penyedia jasa, hingga aparat penegak hukum. Tanpa jaminan 

keselamatan yang komprehensif, industri pariwisata tidak hanya berisiko kehilangan 

kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga dapat menghadapi dampak hukum dan reputasi 

yang merugikan. Realita di lapangan menunjukkan bahwa kecelakaan wisata masih kerap 

terjadi, mengindikasikan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum berfungsi secara 

optimal dalam menciptakan lingkungan wisata yang aman dan bertanggung jawab. 

Provinsi Banten, dengan potensi wisata bahari dan alamnya yang besar, tidak luput dari 

permasalahan ini. Data dari sistem Siaga Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Banten mencatat 

sejumlah kejadian kecelakaan wisatawan dalam kurun lima tahun terakhir, termasuk kasus 

tenggelam yang berakibat fatal. Insiden-insiden semacam ini tidak hanya menjadi tragedi 

kemanusiaan, tetapi juga menjadi cermin betapa aspek keselamatan sering terabaikan dalam 

pengelolaan destinasi wisata, terutama yang berbasis perairan. Salah satu lokasi yang menjadi 

sorotan adalah Coconut Island di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. 
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Coconut Island Pantai Carita merupakan destinasi wisata resort yang menawarkan 

beragam fasilitas seperti waterpark, akomodasi, dan akses pantai. Namun, di balik daya 

tariknya, lokasi ini telah tercatat mengalami tiga kali kejadian tenggelam dengan korban 

meninggal dunia dalam periode beberapa tahun, yaitu pada tahun 2016, 2022, dan 2024. Pola 

kejadian yang berulang di lokasi yang sama—bahkan di kolam renang dengan kedalaman 

relatif dangkal (1,2 meter)—menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen dan 

kompetensi pengelola dalam menjalankan kewajiban hukumnya untuk menjamin 

keselamatan pengunjung. Ironisnya, setelah insiden pertama, manajemen sempat berjanji 

untuk memperbaiki sistem keselamatan, namun janji itu tampaknya tidak diimplementasikan 

secara berkelanjutan. 

Dari perspektif hukum, posisi wisatawan sangatlah jelas. Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan secara tegas menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak 

memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, perlindungan hak pribadi, serta 

perlindungan asuransi untuk kegiatan berisiko tinggi. Hak-hak ini merupakan turunan dari 

konsep yang lebih luas, yaitu hak sebagai konsumen yang dijamin dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain mencakup hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. 

Dengan demikian, wisatawan yang membeli tiket dan menikmati fasilitas di objek wisata 

sesungguhnya sedang mengadakan perikatan hukum yang mewajibkan pengelola untuk 

memberikan perlindungan maksimal. 

Di sisi lain, kewajiban hukum juga dibebankan kepada para pelaku usaha pariwisata. 

Pasal 26 Undang-Undang Kepariwisataan menegaskan bahwa setiap pengusaha pariwisata 

berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan 

keselamatan kepada wisatawan. Kewajiban ini bersifat imperatif, bukan sekadar anjuran. 

Artinya, pengelola seperti Coconut Island memiliki tanggung jawab hukum untuk 

menyediakan sarana prasarana keselamatan yang memadai, tenaga penyelamat yang 

kompeten, prosedur operasional standar (SOS) untuk keadaan darurat, serta sistem asuransi 

atau pertanggungan bagi wisatawan. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini dapat 

berujung pada pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata berupa ganti rugi, maupun 

secara pidana jika ditemukan unsur kesalahan yang memenuhi syarat. 

Namun, temuan di lapangan justru menunjukkan adanya gap yang lebar antara regulasi 

dan realitas. Hasil penelitian awal mengindikasikan bahwa standarisasi keselamatan di 

Coconut Island belum memadai. Ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung dan rambu 

peringatan terbatas, keberadaan tenaga penyelamat atau lifeguard yang kompeten dan siaga 

penuh tidak konsisten, dan edukasi keselamatan bagi pengunjung hampir tidak ada. Lebih 

memprihatinkan, koordinasi antara pengelola dengan instansi terkait seperti Badan 

Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) dan kepolisian setempat tampaknya belum terstruktur 

dalam suatu protokol tetap, sehingga penanganan insiden sering kali bersifat reaktif dan 

spontan. 
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Kelemahan sistemik ini diperparah oleh faktor pengawasan yang belum optimal dari 

otoritas yang berwenang. Meskipun Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah mengeluarkan 

berbagai imbauan dan edaran terkait kewajiban penyediaan petugas keselamatan, efektivitas 

pengawasan dan penegakan aturan di lapangan masih lemah. Hal ini menciptakan ruang bagi 

pengelola untuk mengabaikan standar keselamatan tanpa konsekuensi hukum yang 

signifikan, hingga akhirnya kecelakaan terjadi. Fenomena ini menggeser beban tanggung 

jawab kepada korban dan keluarganya, yang sering kali harus berjuang sendiri menuntut 

keadilan, atau lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan yang belum tentu 

mencerminkan prinsip keadilan restoratif. 

Dampak dari kelalaian tersebut sangatlah multidimensional. Di tingkat korban dan 

keluarga, yang hilang adalah nyawa dan trauma mendalam. Di tingkat destinasi, reputasi 

Coconut Island dan kawasan Pantai Carita secara umum tercemar, yang berpotensi 

menurunkan minat wisatawan dan merugikan perekonomian lokal. Di tingkat sistem hukum, 

ketidaktegasan penegakan aturan dapat melemahkan wibawa hukum dan menciptakan 

preseden buruk bahwa standar keselamatan bisa dikorbankan demi keuntungan bisnis. Oleh 

karena itu, studi terhadap kasus Coconut Island bukan sekadar mengungkap kelalaian satu 

pihak, tetapi lebih kepada menguji efektivitas seluruh ekosistem perlindungan hukum 

wisatawan di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk 

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana 

implementasi perlindungan hukum bagi keselamatan wisatawan di objek wisata, dengan 

mengambil studi kasus di Coconut Island Pantai Carita. Fokusnya adalah menganalisis faktor-

faktor penyebab terjadinya gap antara regulasi dan praktik, mengidentifikasi pihak-pihak 

yang seharusnya bertanggung jawab dan bagaimana proses pertanggungjawaban itu berjalan, 

serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian masalah pasca-kecelakaan. Dengan demikian, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat 

sistem perlindungan hukum wisatawan, meningkatkan akuntabilitas pengelola destinasi, dan 

mendorong terciptanya pariwisata Indonesia yang tidak hanya maju, tetapi juga aman dan 

berkeadilan bagi semua pihak. 

 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis 

normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus terhadap kejadian kecelakaan 

wisatawan di Coconut Island Pantai Carita. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara 

mendalam dengan informan kunci seperti pengelola objek wisata, petugas Balawista (Badan 

Penyelamat Wisata Tirta), keluarga korban, aparat kepolisian (Polsek Labuan), dan pejabat 

Dinas Pariwisata Provinsi Banten. 

Selain data primer dari wawancara, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder 

berupa analisis dokumen peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 
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Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, serta peraturan turunan terkait. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian dilakukan di lokasi Coconut Island Pantai Carita dan kantor Balawista Provinsi 

Banten, dengan jangka waktu pengumpulan data selama beberapa bulan. Pendekatan 

purposive dan snowball sampling digunakan untuk menentukan informan yang relevan 

dengan fokus penelitian. 

 

C. Hasil dan Pembahasan  

1. Kebijakan dan Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Wisatawan 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kerangka kebijakan untuk melindungi 

keselamatan wisatawan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, secara normatif telah 

memadai. Landasan utama perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Kedua regulasi ini secara jelas memberikan mandat kepada 

pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta kepada para pelaku usaha pariwisata untuk 

menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan. Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas 

Pariwisata, telah menjalankan peran regulatif dengan menerbitkan sejumlah edaran dan 

himbauan, khususnya menjelang musim liburan, yang mewajibkan pengelola destinasi wisata 

tirta untuk menyediakan petugas keselamatan yang kompeten dari Badan Penyelamat Wisata 

Tirta (Balawista). 

Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat jurang yang lebar antara 

kebijakan yang tertulis dengan implementasinya di Coconut Island Pantai Carita. Pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata bersifat insidental dan lebih banyak bersifat responsif 

setelah terjadinya insiden, ketimbang preventif dan berkelanjutan. Keterbatasan personel 

pengawas menjadi kendala utama, sehingga pemantauan keselamatan sangat bergantung 

pada inisiatif dan kesadaran masing-masing pengelola objek wisata. Selain itu, koordinasi 

antar-pemangku kepentingan—yang melibatkan Dinas Pariwisata, Balawista, Kepolisian 

Sektor (Polsek) Labuan, dan pengelola Coconut Island—masih bersifat informal, tidak 

terdokumentasi dalam sebuah prosedur operasional standar (SOP) atau nota kesepahaman 

(MoU) yang baku. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam pembagian tanggung 

jawab dan memperlambat respons saat terjadi keadaan darurat. 

Edukasi dan sosialisasi keselamatan kepada wisatawan juga dinilai masih sangat minim. 

Informasi yang diberikan lebih banyak bersifat lisan dan kasuistik, seperti peringatan dari 

petugas saat wisatawan hendak melakukan aktivitas berisiko. Media informasi keselamatan 

yang sistematis, seperti brosur, video panduan, papan informasi terpadu, atau peta evakuasi, 

belum tersedia. Akibatnya, tingkat kesadaran wisatawan terhadap potensi bahaya dan 

prosedur penyelamatan diri sangat rendah, yang semakin meningkatkan kerentanan mereka 

terhadap kecelakaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan dan 
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regulasi telah ada, efektivitas penerapannya di Coconut Island masih sangat terbatas akibat 

lemahnya pengawasan, koordinasi, dan edukasi yang bersifat sistematis. 

2. Standarisasi Keselamatan Wisatawan di Objek Wisata Coconut Island dan Pelaksana 

Pertolongan 

Penelitian menemukan bahwa standarisasi keselamatan di Coconut Island Pantai Carita 

belum memenuhi kriteria ideal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari 

aspek sarana dan prasarana, meskipun tersedia sejumlah alat keselamatan dasar seperti life 

jacket dan pelampung darurat, namun jumlahnya tidak proporsional dengan kapasitas 

kunjungan wisatawan, terutama pada masa puncak liburan. Beberapa papan peringatan 

keselamatan sudah terpasang, namun kondisinya ada yang pudar dan penempatannya belum 

merata di semua titik rawan, sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai alat pencegahan. 

Fasilitas pendukung seperti pos kesehatan darurat (first aid post) atau klinik wisata yang 

dapat memberikan pertolongan medis segera tidak tersedia di dalam area objek wisata, 

sehingga korban harus dievakuasi ke Puskesmas terdekat yang memakan waktu kritis. 

Yang paling krusial adalah masalah keberadaan dan kesiapan tenaga penyelamat. 

Coconut Island tidak memiliki petugas penyelamat (lifeguard) internal yang tetap, kompeten, 

dan bersertifikasi. Pengelola mengandalkan kerja sama dengan Balawista, namun kehadiran 

petugas Balawista pun tidak bersifat permanen setiap hari operasional; mereka lebih sering 

bertugas pada akhir pekan dan musim liburan. Ketiadaan lifeguard yang siaga penuh di area 

kolam renang dan pantai menjadi faktor utama yang menyebabkan keterlambatan deteksi dan 

respons terhadap korban tenggelam, sebagaimana terjadi dalam tiga kasus beruntun. Prosedur 

penanganan insiden dan mitigasi risiko juga belum terdokumentasi dalam sebuah SOP yang 

jelas dan terlatih, sehingga tindakan yang diambil saat kecelakaan cenderung spontan dan 

tidak terstruktur. 

Mengenai pelaksana pertolongan saat kejadian, hasil penelitian menunjukkan pola yang 

konsisten. Pertolongan pertama biasanya dilakukan secara spontan oleh sesama wisatawan 

atau keluarga korban yang menyadari kejadian. Setelah itu, petugas umum pengelola atau 

security yang tidak memiliki kompetensi khusus penyelamatan baru turun tangan. Baru 

kemudian, petugas Balawista—jika ada di lokasi—atau petugas dari luar lokasi yang 

dihubungi, datang untuk memberikan pertolongan yang lebih profesional. Aparat kepolisian 

(Polsek Labuan) kemudian berperan dalam tahap penanganan lanjutan, seperti pengamanan 

TKP, pencatatan administratif, dan koordinasi evakuasi ke rumah sakit. Rantai pertolongan 

yang panjang dan tidak dipimpin oleh tenaga kompeten di tahap awal ini sangat berisiko 

mengurangi peluang keselamatan korban, khususnya dalam kasus tenggelam di mana waktu 

pertolongan sangat menentukan nyawa. 

3. Proses Penyelesaian Masalah dan Pemenuhan Kewajiban Pengelola Objek Wisata 

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa penyelesaian masalah pasca-kecelakaan di 

Coconut Island cenderung mengikuti pola non-litigasi dan kekeluargaan, meskipun secara 

hukum terdapat pelanggaran yang jelas. Dalam ketiga kasus tenggelam yang terjadi, tidak ada 

satupun yang berujung pada proses hukum formal seperti pelaporan ke kepolisian untuk 
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penyidikan tindak pidana kelalaian (Pasal 359 KUHP) atau gugatan perdata oleh keluarga 

korban terhadap pengelola. Sebaliknya, penyelesaian dilakukan melalui jalur musyawarah 

dan mediasi informal antara pihak keluarga korban dengan perwakilan manajemen Coconut 

Island. 

Dalam musyawarah tersebut, pengelola umumnya mengakui kelalaian dan bersedia 

memberikan santunan atau kompensasi finansial kepada keluarga korban. Besaran santunan 

ini merupakan hasil negosiasi dan tidak berdasarkan perhitungan ganti rugi hukum yang 

baku. Keluarga korban, didorong oleh rasa berduka, keinginan untuk tidak memperpanjang 

penderitaan, serta mungkin ketidaktahuan tentang hak-hak hukum mereka, cenderung 

menerima penyelesaian seperti ini sebagai bentuk penutupan. Mekanisme seperti ini, meski 

terlihat manusiawi, justru mengaburkan pertanggungjawaban hukum dan tidak menciptakan 

efek jera (deterrent effect) bagi pengelola maupun pelaku usaha pariwisata lainnya. 

Dari perspektif hukum, pola penyelesaian ini menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan 

kewajiban pengelola objek wisata. Kewajiban utama pengelola berdasarkan UU 

Kepariwisataan adalah memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan, yang 

mencakup aspek preventif (penyediaan sarana dan tenaga penyelamat) dan represif 

(tanggung jawab hukum bila terjadi kelalaian). Fakta bahwa kecelakaan serupa terjadi tiga kali 

di lokasi yang sama menunjukkan pengabaian berulang terhadap kewajiban preventif 

tersebut. Ketika masalah diselesaikan secara informal, pengelola terhindar dari sanksi 

administratif (seperti pencabutan izin usaha) atau sanksi pidana, yang seharusnya dijatuhkan 

oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penegakan hukum. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa meskipun kewajiban hukum pengelola telah dilanggar secara nyata, 

sistem yang ada belum mampu memaksa pemenuhan dan pertanggungjawaban hukum 

secara efektif, sehingga menciptakan lingkaran kerentanan yang terus berulang bagi 

keselamatan wisatawan di Coconut Island. 

 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, serta tinjauan yuridis terhadap 

kontrak kerja elektronik di Indonesia, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban pekerja dalam kontrak elektronik masih belum dijalankan secara 

proporsional, terutama bagi pekerja informal seperti mitra ojek online. Dalam praktiknya, 

para pekerja yang menandatangani kontrak elektronik, khususnya di sektor ekonomi 

digital dan transportasi daring, kerap kali tidak memahami secara mendalam isi kontrak, 

termasuk hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, cuti, dan mekanisme 

pengaduan. Sebaliknya, pada pekerja sektor formal seperti fintech dan marketplace, 

kontrak elektronik telah memuat hak dan kewajiban secara lebih jelas, dan pekerja 

diberikan waktu serta akses untuk memahami dokumen tersebut sebelum menyetujui. 

2. Regulasi atau pedoman perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak elektronik masih 

bersifat parsial dan belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum ketenagakerjaan 
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nasional. Sampai saat ini, belum terdapat aturan teknis dari pemerintah atau Dinas 

Ketenagakerjaan yang mengatur secara komprehensif tentang pelaksanaan, validitas, dan 

pengawasan kontrak kerja elektronik. UU ITE memang telah mengakui sahnya tanda 

tangan digital, namun belum cukup memberikan perlindungan normatif terhadap hak-

hak pekerja yang berstatus “mitra”. Akibatnya, banyak pekerja digital yang berada dalam 

posisi lemah ketika terjadi sengketa atau wanprestasi dalam hubungan kerja. 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan 

turunannya belum secara eksplisit mengatur kontrak kerja elektronik sebagai bentuk sah 

perjanjian kerja, meskipun frasa “tertulis dan ditandatangani” dapat diinterpretasikan 

luas. Dalam praktik, banyak perusahaan mengacu pada UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 

sebagai dasar penggunaan kontrak digital, namun ini lebih menekankan pada keabsahan 

administratif dokumen, bukan pada perlindungan hukum terhadap pekerja. Oleh karena 

itu, belum terdapat kepastian hukum yang menyeluruh terkait pengakuan kontrak 

elektronik dalam konteks hubungan industrial yang diatur UU Ketenagakerjaan. 
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